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WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024-2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

bahwa untuk mendapatkan informasi kinerja yang penting
dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran
keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis pemerintah yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu disusun
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota
Pariaman;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dan Peraturan Walikota
Pariaman Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota Pariaman tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman
Tahun 2024-2026;



Mengingat A A

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4187),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman
Tahun 2024-2026;

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 18 Tahun 2023
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-
2026;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024-2026.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

A
2.

e

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17,

18.

Daerah adalah Daerah Kota Pariaman.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
Pengelola Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Pariaman.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis Pemerintah Kota.

IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman.

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh
satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis
organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan
tujuan program dan kebijakan.



Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3
Ruang lingkup IKU Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.

Pasal 4
IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota dan
Perangkat Daerah untuk :
penyusunan perencanaan jangka menengah,;

penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;

penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;

pengukuran kinerja;

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
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Pasal 5
Penetapan IKU mengacu :
a. untuk pemerintah kota pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
b. untuk perangkat daerah pada Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2023
tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Pasal 6
IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output)
dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. IKU Pemerintah Kota paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan

b. IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota paling kurang
memuat indikator hasil foutcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

Pasal 7
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

a. badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman
dan Bagian Organisasi & Aparatur Setda Kota Pariaman diberikan tugas
untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja
Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

b. badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Inspektorat
Kota Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja
Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal % 50\\3\ 2023

WALIKOTA PARIAMAN %

GENIUS

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

BERITA DAERA A PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR D4



Lampiran | Peraturan Walikota Pariaman

Nomor Cal N Tahun 2023
Tanggal 3 OU*“ 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
2 4 5 6 7 8
Tujuan 1 :
Terwujudnya pembangunan | 1. |Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator  |Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama : -
manusia yang berkualitas komposit untuk mengukur capaian pembangunan 1 |Dinas Kesehatan
kualitas h'":w manusia. 'M:G ini terbentuk deri Tk IndeksKesehatanx Indeks Pendidikan 2 |Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama =% 3 |Dinas Perindustrian, P dan KUKM
pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan X IndelcsPenge]uaJm x 100 4 s Priaien ﬂ'ﬁﬂ'ﬂm
NP SEOL; PARGUISMIN, 0N Wionior ichp iy . | 5 |Dines Penanaman Modal, PTSP Dan TenagaKeria |
I : 6 |Dines Pariwisata & Kebudayaan
IPM T indeks : OPD Pendukung :
N Pmm 1 |Badan Perencanaan Peneliian dan Pengembangan Daerah
ndks Resehaan || D dr Ak Frzpantcp = o ——
ndels merc e e R Lama Sekoit 2 |Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
_—-M Dﬂ_ u_ ﬂ'l aepan « Sekole 3 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
Indeks Pen Diambil den PDB Perkpta B 4 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
5 |Desa dan Kelurahan se Kota Pariaman
Sasaran 1.1:
Meningkatnya kualitas 1. |Angka Harapan Lama Sekolah Angka harapan lama sekolah adalah : sebagai Angka Harapan Lama Sekolah dapat dihitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama :
manusia yang berdaya saing lamanya sekolah (dalam tehun) yang diharapkan — i g e ey
akan dirasakan oleh anak pada umr tertentu di o5, = B | 1 [DinesPendidkenPemudas Otvega |
masa mendatang. % o pr OPD Pendukung : Y |
Hm i Dimana 1 IBadan Perencanaan Penelitian dan Pengembmgm Daerah
Lama Sekolah EYS, + Harapan lama sekolah pads umur @ o tahun 1 ; F 13m Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
&  lumish penduduk usia | yang bersekolah pada tahun ¢ ; R ¥ TR
' 3 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
B 1 Jumiah penduduk usia | pada tahun _T O e m Sl
] Usia (3, @+ 1.0} o T = SERET——
"  Faktor koreks:, $ |Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 |Angka Rata-Reta Lama Sekolah _|Angka rata-rata lama sekolah adaiah - Jumish | Angka Rata-Rata Lama Sekolah dapat dihitung dengan rumus : BPS  |OPDPenanggung JawabUtama: |
tahun yang digunakan oleh penduduk dalam = : ; ; o=
gt . 5 1 |Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga
menjalani pendidikan formal. MYS = Z (Lama sekolah penduduk ke — 1) iiiatt
LU = OPD Pendukung :
dengan: 1 |Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah
Angka rats- Pise = jumiash Penduduk berusia 15 tahun ke atas s - -
rata lama : Tmfﬁﬁf ; 2 |Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
b. Masih sekolah di SD sampal dengan §1 = konversi =
ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 3 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
©. Masih sekolah di 52/53 = konvers| fjazah terakhir + 1 N SRS o —
d Tidak berseknlah lagl dan ramat di kelas terakhir - 4 |Dinas Kesehatan
konversi ijazah terakhir
b i di Mﬂ — g5
E m?ﬁ"mﬁﬂ'ﬂ;ﬁ llrllu terakhir - 1 5 |Dinas PMPTSP & Naker




Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
2 4 5 8 3 § B

Sasaran1.2: G

Meningkatnya derajat . |Angka Usia Harapan Hidup (UHH)  [Angka usia harapan hidup adalah Angka perkiraan |Angka Usia Harapan Hidup (UHH) dapat dihitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama :

kesehatan musyuakat lama hldup rata-rata penduduk denosl asumsi tidak| Aﬂﬂkﬂ hmﬂl‘l MUP dlhml‘ﬂ berdasarkan A“f;akﬂ Kematian menurut umur (Age Spuclﬁk Death I ____ - - - IE
ada perubahan pola mortalites menurut umur Rate/ASDR) yang datanya diperoleh deri catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun. UHH ! |Pines Kf’fhm [

di hitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang OPD Pendukung : - i
digunakan dalam perhitungan UHH yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). 1 Ipi oaviaon L PMR : Dan Pertanshan
Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup e s —
sesuai UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 2 |Dinas Permukiman, Perumahan Rekyat, Dan LH
wmmmﬂmm ﬂ'l;)P). Umur Harapan Hidup dapat panjang jika status 3 |Dines Pendidikan Pemuda &
4 |Kecamatan
| Prevalensi stunting (pendek dan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dapat dihitung dengan rumus : EPPBGM  |OPDPenanggung Jawab Utama: |
sangat pendek) pada balita pada balita adalah gangguan pertumbuhan dan o | Kemenkes 1 |Dines Kesehatan h
perkembangan anak akibat kekurangan gizi Jumiah Balta Pendek o o
kronisdan infeksi berulang, yang ditandai dengan : ‘
. o ) 2ol 4 100% 2 |Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB
penjang atau tinggi badannya berada di bawsh vl || = Wmieh semuabeita delom wieyeh erentiden
standar yang ditetapkan oleh menteri yang g kurun wakhu lerlentu ——
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang oFD P'"d"'ff'."__‘, I—
kesehatan Dinas Sosial
2 |Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan |
Hidup
Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan |
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga N
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa B
IMm 13:

Meningkatnya Daya Beli . |Pengeluaran Perkapita Yang Pengeluaran Perkapita digunakan untuk BPS OPD Penanggung Jawab Utama :

Masyerakat Disesuaikan menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap 1 |Badan Perencanaan, Penelitian den Pengembangan Daerah
golongm ekonomi rumah ungga. Indikator ini Di Sosh;l e ]
dapat digunakan untuk melihat secara umum v = ¥ 08 = ?:_ 'm St N — ErSE——
apakah rumah tangga dengan golongan termiskin ik * 100% 3 |Dinas Pertanian,Pangan & Perikanen ]
memiliki pengeluaran per kapita jauh di bawah Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan 4 |Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM
rumah tangga terkaya. Pengeluaran per kapita ) Sy T T gz
adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi Y = Pengeluaran per kapita setahun 3 D!m = isai:nDan - ’ wohis s
semua anggota rumah tangga selama sebulan HK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar ] i o B
dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga OPD Pendukung :
yang telah disesuaiken dengan paritas daya bei. 1 [Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga




Tujuan/Sasaran
2
[mu:
Meningkatnya 1. |Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) |Indeks Pemberdayaan Gender adalah indikator  |Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, BPS OPD Penanggung Jawab Utama :
pengarusutamaan gender, yang digunakan untuk mengukur terlaksananya | partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam ines Pemberd P jind e ]
pemberdayaan perempuan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : h - s Botetin 38
dan perlindungan anak partisipasi politik dan ekonomi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan
2. |Indeks Pembangunan Gender (IPG) |Indeks Pembangunan Gender adalah indikator IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-laki BPS OPD Penanggung Jawab Utama :
yang menggambarkan perbandingan (rasio) = :
iPM 1PM Laki 1 |Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB |
laki
Tujuan 2 :
Terwujudnya pertumbuhan 1. |Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)  |Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah ukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama :
dan pemerataan ekonomi pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode R = POR ¥ 100 1 |Dinas Pertanian,Pangan & Perikanan
1) 2 |Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM
" [ Dimana : 3 |Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
+ : | Pertumbuhan Ekonomi Yang Dinyatakan Dalam Persen (%) R ; T a0
| [PORB 2 Prm_wm@wm 4 |Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
 PORB(l) : | PORB Pada Tahun () OPD Pendukung :
W miti g PIH%TMFI — 1 Toi - — e
nas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan
g B 2 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH m
2. |Gini Ratio (Indeks Gini) Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan indikator | Gini Ratio dapat di hitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama :
yang menunjukkan tingkat ketimpangan 1 |Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien k 2 |Dinas Perindustrian, Perdagangen, Koperasi Usaha Kecil Dan
Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini Menengah
bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan Rﬁ'aa - G=1-ZR(Q+Q)
pendapatan yang sempurne, atau setiap orang 3 |Dines Sosial o
memiliki pendapatan yang sama. i=1 4 |Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja ]
OPD Pendukung : -
Dimana : 1 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
GR : | Koefisien Gini (Gini Ratio) 2 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup
Pi : | Frekuensi Penduduk Dalam Kelas Pengeluaran Ke4
(] : | Presentase Kumulatf Total Pendapatan atau Pengeluaran Sampai Kelas Ke{ | —
Nilai Gini Ratio Berkisar antara 0 dan 1 Jika : |
G,03 | Keimpangan Rendah T T
03<G<05 : - ]
G>Dﬁ ) Tw'




Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
2 4 5 6 L3 8
Sasaran 2.1
Meningkatnya kontribusi . |Persentase kontribusi sektor % Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB |% Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus : | BPS OPD D Penanggung Jawab Utama :
sektor perdagangan terhadap perdagangan terhadap PORB adalah Perbandingan Jumlah Kontribusi dari Sektor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan |
PDRB Perdagangan dibagi dengan Total PDRB di kali 100 Menengah
% %Mtwm Jumiah Kontribusi PDRB dari Sekdor Perdagangan OPD Pendukung: ]
P?r’d’“"w‘ = x 100 % 1 |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
PORB jumish
s 2 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
Sasaran 2.2:
W*kaml . |Persentase kontribusi sektor Pertanian|% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB  |% Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB dapat dihitung dengan rumus : BPS OPDPumuung.lﬂlbUhm
PDRB Pertanian dibagi dengan Total PDRB di kali 100 % -
% Kontribusi ) OPD Pendukung :
Sekior Jumish Kontribusi PORB dar Sekior Pertanian 7 : -
Pertanian . x100% 1 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan PW
. kit FOTE 2 |Dinas Permukiman, Perumehen Rekyat DanLH
3 |UPT. Balai Penyuluh Pertanian
4 |UPT. Puskeswan dan 1B
- 5 |UPT. Balai Benih Ikan -
Sasaran 2.3 ;
Meningkatnya produktivitas . |Persentase Pertumbuhan spending of (% Pertumbuhan Spending of Money adalah Total |% Pertumbuhan Spending Of Money dapat dihitung dengan rumus : | Rekapitulasi Data |OPD Penanggung Jawab Utama : - )
sektor pariwisata money uang yang dibelanjakan Wistawan pada tahun ; T Spendingof | 1 |Dinas Pariwisata & Kebudayean |
berjalan (n) dikurangi dengan Total uang yang olel uang yang dbsianjakan Wistawan pada tshun Money OPD Pendukung :
mml WcSommn pic u‘"ﬁ" sebeiumny® (M| o v e o e 100 1 [Dines Perindustrien, Perdagangan dan KUKM |
. . e 4 -
s . petdagol Total uang yang dibelanjskan Wisatawan pada fahun 2_|UPTD. Pasar
Wisatawan pada tahun sebelumnya di kali 100 % pevispesii 3 [UPTD. Parkir
4 |dan OPD atau UPTD Lainnya Pemungut Retribusi
Sasaran 24 :
Meningkatnya iklim usaha . |Persentase Pertumbuhan Realisasi  |% Pertumbuhan Investasi adalah Total Investasi  |% Pertumbuhan Nilai Investasi dapat dihitung dengan rumus : S - Data Leporan  |OPD Penanggung Jawab Utama :
dan investasi Investasi pada tahun berjalan (n) dikurangi dengan Total i Investasi | 1 |Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
Investasi pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi OPD Pendukung : S B
Wn total Investasi pada tahun sebelumnya (n-1) & Total Investasi pada tahun baqatn (n) dikureng 1 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
di kali 100 % Pertumbuhan chig et v pac e L 2 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup
rvestos 3 |Dines Pariwisata Dan Kebudayaan
" i e ) 4 |Dines Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan

Menengah

Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

d![(.l’l

[~

_|Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah




Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
2 4 5 6 7 8
Sasaran 2.5:
Menurunnya angka . |Angka Kemiskinan Angka Kemiskinan adalah Persentase Penduduk % Angka Kemiskinan dapat dihitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama :
kemiskinan Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan (GK) 1 |Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 1.9 _ _ “,\ar 2 |Dinas Sosial
i 1 4 """yl 3 |Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan
Poa=— Sk Menengah
n. \ Rt 4 |Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
i= 5 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup
g Dimana :
a ;10 6 |Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
z - | Garis Kemiskinan OPD Pendukung :
Y1 | .| Rats-Rata Pengeluaran Penduduk Yang Berada Dibawah Garis Kemiskinan 1 |Dines Pariwisata dan Kebudayaan
{=121........ Qhyi< 2 |Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Q | : | Banyak Penduduk Yang Berada Garis Kemiskinan
n | Jumiah Penduduk 3 |Dinas Kesehatan
5 2 e ass SR s R e 4 [Dines Pemberdayaan Desa
Sasaran 2.6 :
Menurunnya angke . |Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase |Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan rumus : BPS OPD Penanggung Jawab Utama
pengangguran jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan 1 |Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
kerja Jumleh Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kera e OPD Pendukung :
= X
T i i i ; i Usaha Kecil Dan
ingkat - Somieh Fanduc Arghaten Kaje 1 |Dines I;:nhndusm, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
Terbuka (TPT) Menen
2 |Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
3 |Dinas Sosial
Sasaran 2.7: = :
Meningkatnya kemandirian . |Indeks Desa Membangun {IDM) Indeks Desa Membangun (IDM) adalah : Indeks  |Penghitungan Indeks Desa Membangun dihesilkan deri rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks | Surat Keputusan |OPD Penanggung Jawab Utama :
Desa Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan  |Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus: dari Kemendes | 1 |Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa o
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks PDT dan OPD Pendukung :
Ketahanan Lingkungan. Transmigrasi |1 [Dinas Pendidiken Pemuda dan Olahraga
_I IDM =1/3 ( IKS + IKE + IKL (S————
i ( ) ' ] 2 |Dinas Kesehatan
: : _ 3 |Dinas PUPR dan Pertanahan
| M| [ Indeks Desa Membangun _ 4 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, dan Lingkungan Hidup
IKS | : | Indeks Ketahanan Sosial 5 |Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan
IKE | : | Indsks Ketahanan Ekonomi Menengah
| [ KL | : | Indeks Ketahanan Li N
i 6 |Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
7 |Dinas Sosial
- 8 |4 Kecamatan -
- 9 [BAPPEDA |
10 |BPKPD




Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
42 4 8 6 7 8
Terwujudnya pemerintahan . |Indeks RB Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh |Hasil penilaian Indeks RB Oleh Kemenpan & RB RI Surat Kemenpan |OPD Penanggung Jawab :
yang efekif, efisien dan mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan RBRItentang | 1 |Sekretariat Daerah
akuntabel tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada | Keterangan LHE RB 2 (Inspektorat
pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari OPD Pendukung :
sasa s o NO m "
:::l;zs wlhh pelayanan publik yang o NKongonen ol o 1 _|Badan Perencanaan, Peneliian Dan Pengembangan Daerah
. agan g B 2 |Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Penaiaan dan penguatan organisasi(6%) | -
d 5%) 3 |Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
e sistem j SOM (15% - i
T1h : ias (%] 4 |Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tanaga Kerja
9. | Penguatan pengawasan (12%) 5 |Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2| Komponen Hasl _ 40% | a | Birolrasi bersh dan akuntabel (20%)
b. | Birokrasi yang efekiil dan efisien (10%)
o._| Birokrasi yang memilii pelayanan publik berkuaiitas (10 %) -
Total 100%
Sasaran 3.1 : : i ;
Meningkatnya birokrasi yang | 1. |Nilai Evaluasi AKIP Kota Nilai Evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB Hasil Evaluasi |OPD Penanggung Jawab Utama :
bersih dan akuntabel kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk Keterangan : AKIP Kotaoleh | 1 |Sekretariat Daerah
mempertanggungjawabkankeberhasilan / I e | Kemenpan & RB | 2 ||nspektorat
kegagalen pelaksanaan program den kegiaten yang| 7 T TaNET - s Meminskan ; 3 |Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
telah diamanatkan para pemangku kepentingan e i Ut ek T i b || OPD Pendukung :
PRI . N f, dan efien (Aeform), Pengubiuren kinergs teleh Wakan |
delicn rangha msicap il oo e % e ey | 1 |Badan Pengelotaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah T Varmapn b e i GG Ve dopal maren perEahe | 2 r
ditetapkan melalui laporan kinerja instansi oo imy sl ey Berssr s i h | | Semua OPD Lainnya
pemerintah yang disusun secara periodik. * " e mmwmw-‘lmpﬂmnw ok R iomara, | |
ragen e bena yang sangal bak dlanda dengan muls |
MUY afiseTs DERGOINEAN ATGORET e mancapal krena memeks sister
| manaen na yang iekoiog o 9 |
| el T ] {
: x 2 '%q-mu—wmunsuwhwmm' :
har ama Taribwt i
dalam managmen bnene Parguiuen onens biry SlRSanatan samon dergan keel |
s & i WTM |
| sk g ek T Vi R e Sk | |
1 ' ST o partbakan walmpun el mendana ihusienya svunlabdies Unedo padaand ks |
i Sy r—— Savubaan B & ==
e e r———
& teidapal  perwdagen ﬂ-'q-:l. bewsa  sehogga  mavh  peds  bangak
‘ :::nm ¥ SIATYE SNGHT MORAE KIS YA GO rTpkeTe LI }
‘ -
. |Opini BPK Terhadap LKPD Opini BPK adalah opini audit tertinggi dari BPK Opini BPK terhadap LKPD Hasil penilaian |OPD Penanggung Jawab Utama :
terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau BPK terhadep | 1 |Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
lembaga negara. dan pemerintah daerah. Opini ini LKPD 2 |Inspektorat
diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah OPD Pendukung :
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 1 |Sekretariat Daerah
umum dengan baik dan bebas dari saleh saji
material. 2 |Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

.




Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab

2 ko 5 6 ¥ 8
Sasaran 3.2:
Meningkatnya Birokrasi Yang | 1. |Indeks SPBE Indeks SPBE adalah Indeks yang menggambarkan Nilai Indeks SPBE (n-1) Hasil Penilaian [OPD Penanggung Jawab Utama :
Kapabel tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang dari Kemenpan | 1 |Dinas Komunikasi Dan Informatika ]
memanfaatkan tekonologi informasi dan RB OPD Pendukung :
komunikasi untuk memberikan layanan kepada 1 ‘ﬂm
penggune SPBE 2 |Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
3 |Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
2. |Indeks Profesional ASN Indeks Profesional ASN adalah Indeks Profesional {Indeks Profesional ASN dapat dihitung dengan rumus : Surat Keputusan |OPD Penanggung Jawab Utama :
ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk BKN 1 [Budan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ndeks 4 OPD Pendukung :
pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan Profesional = Z P T Toarm OPD e
sebagai dasar penilaian danevaluasi dalam upaya ASN i=1 T
pengembangan profesionalisme ASN dan/atau
Indeks Profesionalitas ASN adalah Nilai yang * s
digunakan untuk mengukur Tingkat profesionalitas B Wi R
ASN yang mencakup dimensi al e
kualifikasi,kompetensi, kinerja dan disiplin P [ Wam~ Ram
P .| Indeks Profesionalisme
2] | Indeks Profesionalisme ke
P4 . | Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
P2 ._| Indeks Profesionalisme Dimens: Kompetensi
1P3 Indeks F Dimensi
P4 .| Indaks Profesionalisme Dimensi Disiplin
CW1i ] | Bobot Indikator Kualifikasi ke- * Raling Jawaban Indikator Kualiikasi ke |
W2k * R2k ; | Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-k
W3l *R3l Bobot Indikator Kuaiifikasi ke-1 * Rating Jawaban Indikalor Kualifikasi ke-1
Wam * Rém Bobol Indikalor Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-m
[ NO Nilai i
1 91— 100; Sangat Tinggl
2 81 —-90 Tinggi
3 71—80 Sedang
3 61— 70 Rendah

Sasaran 3.3:
Meningkatnya kualitas 1. |Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks Pelayanan Publik adalah : indeks yang Indeks Pelayanan Publik (n-1) Hasil penilaian |OPD Penanggung Jawab Utama : N
pelayanan publik yang prima digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan KemenpanRB/ | 1 |Bagian Organisesi Sekretariat Daerah

publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan Hesil Penilaian |OPD Pendukung :

pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Ombudsman 1 |OPD se Kota Pariamen

Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme
SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem

Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan
Pengaduan serta Aspek Inovasi.




Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
2 4 5 6 7 8
2. [Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |Indeks Kepuasan Masyarakat adalah Data Nilai IKM oleh Lembaga Survey Hasil penilaian |OPD Penanggung Jawab Utama : S
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat oleh Lembaga | 1 |Bagian Organisasi Sekretariat Daerah -
yang diperoleh dari hasil pengukuran secara Survey OPD Pendukung :
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat Independen 1 |OPD se Kota Pariaman
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur e
penyelenggara pelayanan publik dengan = ==
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya
Tujuan 4 : | :
Terwujudnya Kota Pariaman | 1. |Indeks Kota Layak Huni ( Liveable  |Kota Layak Huni (Liveable City) Kota menyediakan |Indeks Kota Layak Huni dapat dihitung dengan rumus : Nl Data penghitungan|{OPD Penanggung Jawab Utama : -
layak huni City) fasilitas dasar yang layak, agar menjadi tempat Indeks Kota Layak| 1 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
yang nyaman untuk bertempat tinggal. Fasilitas % Capaian Indeks Kuaitas Infastruktur +9% Capaian IKLH + % Capaien Huni 2 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
dasar tersebut menjadi kriteria yang harus dipenuhi 9% Perumahen dan Permukiman Layak Huni+ % Capaian % Penurunan OPD Pendukung :
agar sebuah kota dikatakan sebagai kota layak Indeks Kota Luasan Kawasan Permukiman Kumuh-+% Capaian Indeks [RBI + % - —
b Layak Huni 1 |Dinas Perhubungan
i 2 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6 3 |Satuan Pol PP
Faktor yang mempengaruhi Indeks Kota Layak 4 |Kecamatan Kota Pariaman
Huni yaitu :
0G| ol o o .| | o
AT T | — S ]
3 S
| T | Kusitas Peumahen & mmw sl
4| Tigeat Mg Bercana o |
- L —
[Sasaran 4.1 : ' : . :
Meningkatnya kualitas 1. |Indeks Infrastruktur Daerah Indeks Infrastruktur Daerah adalah Sebuah indeks | Indeks infrastruktur daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 1.) Database jalan |OPD Penanggung Jawab Utama :
infrastruktur daerah yang menggambarkan pencapaian kualitas AP = 2.) database 1 |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
gan kondis mantap + % Panjang drainase kota SRR
insfratsruktur yang terdiideri 1) Insfrasiruktur jelen, ol i bek +% Parfengjaingen ige dela Kol bak O A N o
2) Insfrastruktur drainase, 3) Insfrastruktur irigasi, Indeks OPD Pendukung :
4) Insfrastruktur bangunan publik, dan 5) in 1 [Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
Insfrastruktur PJU Daerah s T B
3 2 |Dinas Perhubungan
Sasaran 4.2: X i
Meningkatnya kualitas 1. |indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan adalah nilai yang Indeks Kualitas Lingkungan dapat dihitung dengan rumus : Dinas OPD Penanggung Jawab Utama :
lingkungan hidup (IKLH) menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam IKL '= (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219x IKL) Permukimen, | 1 |Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan LH
suatu wilayah padawaktu tertentu, yang merupakan Dikirim wa sama bu ade untuk keterangan Perumahan  |OPD Pendukung : i
nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Rakyat, Dan 4" Tinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Lingkungan Hidup | Dinas Keset
PR e 3 |Kecamatan Kota Pariaman B
4 |Desa dan Kelurahan Kota Pariaman




kapasitas Pol PP + 20 % Desa/Kelurahan yang melaksanakan
perlindungan masyarakat

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data OPD Penanggung Jawab
2 4 5 6 i § 8
Sasaran 4.3
Meningkatnya Kualitas . |Persentase Perumahan dan % Perumahan dan Permukiman Layak Huni adalah|% Perumahan dan Permukiman Layak Huni dapat dihitung dengan rumus : Data hasil  |OPD Penanggung Jawab Utama :
Perumahan dan Permukiman Permukiman Layak Huni perbandingan perumahan dan permukiman yang penghitungan 1 |Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
Layak Huni sudah memenuhi kriteria perumahan dan % Perumahan % Sanitasi Layak Aman + % Air Minum Layak + % Rumah Layak P!umah:md!n OPD Pendukung :
permukiman layak huni dan S Permukiman |4 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
Permukiman Layak Huni
Layek Huni 3 2 |Dinas Sosial
3 |Kecamatan Kota Pariaman
4 |Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
. |Luasan Kawasan Permukiman Kumuh |Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani dapat dihitung dengan rumus : Data hasil  |OPD Penanggung Jawab Utama :
yang tertangani tertangani adalah Luasan Kawasan kumuh penghitungan 1 _|Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan LH
dikurangi dengan luas kawasan kumuh yang Luasan Kawasan (OPD Pendukung :
I. . L’J Pml k' 2 .
- Km:; = luas kawasan kumuh - luas kawasan kumuh yang ditangani Kum:l:m 1_|Dinas PW Umum, Penataan Ruang Den Pertanahan
Kumuh g 3 |Kecamatan Kota Pariaman
4 |Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
Sasaran 44 :
Meningkatnya Ketahanan . |Indeks Resiko Bencana Indeks Resiko Bencana adalah : Sebuah Indeks  |Indeks Resiko Bencana dihitung berdasarkan rumus berikut : Dokumen Indeks |OPD Penanggung Jawab Utama :
Daerah Terhadap yang menggambarkann tingkat resiko bencana Risiko Bencana | {1 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanggulangan Bencana sebuah daerah dengan melihat tiga komponen yaitu Indonesia (IRBI)
komponen bahaya, komponen kerentanan dan dari BNPB
komponen kapasitas. OPD Pendukung
1 |Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan
2 |Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
S H 3 |Dinas Kesehatan
, J Vulnerability e
Risk = Hazard x - 5 | Dinas Perumahan dan kawasan permukiman dan LH
C apacity & |[DPMPTSP & Naker
7 |Kecamatan Kota Pariaman
8 |Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
Sasaran 4.5: : 7
Meningkatnya ketentraman, . |Indeks Ketentraman dan ketertiban  |Indeks Ketentraman dan ketertiban adalah sebush (indeks Ketentraman dan ketertiban dapat dihitung dengan rumus Data Laporan |OPD Penanggung Jawab Utama :
ketertiban dan keamanan indeks yang menggambarkan pencapaian dari po— = o Ketentramandan | 1 |Dinas Satuan Pol PP
masyaraki ingkat ketentraman dan ketertiban persentase penyelesaian pelanggaran K3 + 30 % Ketertiban
. g "y Indeks (persentase pengedalian gangguan ketertiban umum dan Masyarakat 2_|Kantor Kesbang pol
m“'."” = ketentraman masyakarat + 20 % (persentase peningkatan OPD Pendukung :

Kecamatan se Kota Pariaman

1
2 |Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3

Desa dan Kelurahan Kota Pariaman
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Lampiran Il Peraturan Walikota Pariaman
Nomor : 4 . Tahun 2023
Tanggal § 4 2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
- 5= 2 e e e e ~ e
|Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
1 |Meningkatnya Aksebiltas | 1. |Angka Partisipasi Kasar  |Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dapat dihitung dengan rumus © BPS dan Dikpora | 1 |Bidang PAUD dan PNF
Pendidikan (APK) PAUD perbandingan antara jumiah penduduk yang masih
bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia jumieh penduduk yang mash bersekolah di -
dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) T T "
dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi Angka Partsipesi Kasar ‘;
penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia it ]
dini (PAUD) (umur 4-6 tahun), dan dinyatakan dalam S il B Ui 8 i
persentase e
2. |Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan |Angka Partisipasi Murni (APM) SD dapat dihitung dengan rumus : BPS dan Dikpora 1 |Bidang Pendidikan Dasar
(APM) SD antara murid sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah
(M), Salafish Ula dan paket A setara SD, usia 7-12 Jumiah Murid SOMUPaket A Usia 7-
tahun, dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan Angka Pertisipasi 12
Mumi (APM) SD
dalam persentase mi (APM) 2 Ao
Jumiah penduduk Usia 7-12 | I - _“:
3. |Angka Partisipasi Mumi | Angka Pertisipasi Murni (APM) SMP adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dapat dihitung dengan rumus BPS dan Dikpora | 4 |oidang Pendidiken Vs |
(APM) SMP perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah | e —
(MTs), Salafiah Wustho, Paket B setara SMP, usia 13-15 ,
tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan — N B s
dalam persentase. oo (Apu)m = a . .
Jumiah Penduduk Usia 13-15 Tehun . -
2 |Meningkatnya Kualitas 1. |% Guru sesuai kualifikasi | % Guru sesuai kualifikasi S1 ateu DIV adalah % Guru sesuai kualifikasi S1 atau D4 dapat dihitung dengan rumus : Dikpora 1 |Bidang Pendidiken Deser ]
Pendidik 51 atau DIV perbandingan antara Guru Yang telah berkualifikasi S1 | ) =S - -
atau DIV dengan Total Guru dinyatakan dalam
persentase Jumiah Guru Yang telah berkuaiifiesi S1 atau D4
% Guru sesuai = x 100
kuslfikasi S 1 ateu % %
oIV
Jumiah Guru
- —— - —— rp— - - - e B ]
2. |% Guru yang memiliki % Guru yang memiliki sertifikat pendidik adalah % Guru yang memiliki sertifikat pendidik dapat dihitung dengan rumus : Dikpora 1 |Bidang Pendidikan Daser I
sertifikat pendidik perbandingan Guru Yang telah bersertifikat pendidik ——em e - ee— |
dengan Total Guru dinyatakan delam persentase




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
2 3 4 5 [ 7
% Guru yang Jumish Guru Yang telah bersertifikat pendidik
iiki sertifikat = —
""”’;m' oy = x 100 %
Jumlah Guru B S S e
Meningkatnya Hasil Evaluesi| 1. [Rata-rata Kemampuan Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SD/ MI Rapor pendidikan Hasil rapor pendidikan —B|:1ang Pendidikan Dasar
Sistem Pendidikan Literasi Siswa SD/ Ml berdasarkan Rapor Pendidikan adalah rata-rata dari aplikasi rapor
berdasarkan Rapor kemampuan siswa SD/ M| dalam memahami, pendidikan
Pendidikan menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai kemendikbudristek
jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan
mengembangkan kapasitas individu
2. |Rata-rata Kemampuan  |Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa SMP/ MTs Rapor pendidikan : Hesilrapor pendidiken| 1 |idang Pendidikan Desar o
Literasi Siswa SMP/ MTs  |berdaserkan Rapor Pendidikan adalah rata-rata dari aplikasi rapor e e S
berdasarkan Rapor kemampuan siswa SMP/ MTs dalam memahami, pendidikan
Pendidikan menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai kemendikbudristek
jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan
mengembangkan kapasitas individu
3. |Rata-rata Kemampuan Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SD/ Ml Rapor pendidikan Hasil rapor pendidikan Bidang Pendidikan Dasar
Numerasi Siswa SD/MI  |berdasarkan Rapor Pendidikan adalah kemampuan siswa dari aplikasi rapor
berdasarkan Rapor SD/ MI dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, pendidikan
Pendidikan fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah kemendikbudristek B =
sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan el
untuk individu
4. |Rata-rata Kemampuan Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP/ MTs Rapor pendidikan Hasil rapor pendidikan Bidang Pendidikan Dasar
Numerasi Siswa SMP/ MTs |berdasarkan Rapor Pendidikan adalah kemampuan siswa dari eplikasi rapor
berdasarkan Rapor SMP/ MTs dalam berpikir menggunakan konsep, pendidikan
Pendidikan prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan kemendikbudristek
masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang
relevan untuk individu
Meningkatnya Prestasi 1. |Jumlah Pemuda Berprestasi|Jumlah Pemuda Berprestasi Tk. Provinsi adalah jumiah |Jumiah pemuda yang berprestasi pada tingkat Dispora Provinsi Bidang Pemuda dan Olahraga
Pemuda Tk. Provinsi pemuda kota pariaman yang mendapatkan provinsi Sumatera Barat
penghargaan/prestasi pada perlombaan tingkat provinsi
dan nasional
Meningkatnya Prestasi 1. |Jumiah Atlet Berprestasi Tk. | Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Provinsi adalah jumiah Atlet [Jumiah atiet yang berprestasi pada tingkat Dikpora Bidang Pemuda dan Olahraga
Olahraga Provinsi kota pariaman yang mendapatkan penghargaan pada  |provinsi
kejuaraan tingkat provinsi dan nasional




NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 4 5 - 6 7
Kesehatan
1 |Menurunnya Angka . |Angka Kematian Ibu (AKI) |Angka Kematian Ibu adalah : Jumlah ibu hamil yang Angka Kematian Ibu dapat dihitung dengan rumus : BPS dan Dinkes 1 |Bidang Kesmas I
Morbiditas dan Mortalitas meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di di suatu F . 3 2 |Bidang Yankes
- Jumiah by Hamil karena Hamil, - e
wilayeh pada kurun waktu tertenty g s e oo 3 |Bidang P2P
- = x 100,000 - - e
Jumiah Kelahiran hidup di wilsyeh tersebut dan pada L i
kurun wakiu yang sama
. |Angka Kematian Bayi (AKB)|Angka Kematian Bayi adalah Jumiah bayi usia dibawah 1 |Angka Kematian Bayi dapat dihitung dengan rumus :
tahun meni di suatu wi kurun waktu . ;
yang meninggal wilayah pada mmmwm""m‘”, BPSdanDinkes | 1 [Bidang Kesmas ]
— waklu fertentu selama :
) 4o - 2 |Bidang Yankes
AKBY —————p
MR LE 3 |Bidang P2P
Jumiah Kelahiran hidup pada satu tahun
tertentu
3. [PrevalensiStunting | Persentase stunting adalah Jumiah balita pendek dan | Persentase stunting pada balita dapat dihitung dengan rumus : ULeporanHasil | o e ]
sangat pendek disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu Pendataan .
Pemantauan Status i
Jumish baita pendek dan sangat pendek disuaty Gizi 2 |Bidang P2P
wilayah pada kurun waktu tertentu selama 1 tahun 2 BM
%Stunting | | X 100% . ePPG
Jumish seluruh baita di wilayah tertentu di kurun o
wakt yang sama selama 1 Tahun
|[Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang Dan Pertanahan _
1 |Meningkatnya Kualitas . |Persentase panjang jalan  |Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap adalah |Persentase panjang jalan kota dalam kondisi mantap dapat dihitung dengan rumus: Database jalan 1 |Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
Infrastruktur kota dalam kondisi mantap |proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi
kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang —
jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu Panjang jalan kota dalam kondisi mentap
kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang < 100%
memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh e
kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Panjangjalan kota
. |Persentase panjang Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus: Database drainase | 4 Bidang Pengairan
drainase kota dalam kondisi |adalah jumlah panjang bangunan air yang berfungsi untuk
baik mengurangi dan/atau membuang kelebihan air Jumiah panjang drainase primer dan sekunde
dari suatu kawasan atau lahan yang dapat difungsikan o
secara optimal. x 100% i
Jumlah panjang total drainese primer dan sekunder
o - it




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
2 3 4 5 . e 7
| _ .
3. |Persentase panjang jaringan|Persentase panjang jaringan irigasi kota dalam kondisi Persentase panjang jaringan irigasi kota dalam kondisi baik dapat dihitung dengan rumus: Database irigasi Bidang Pengairan
irigasi kota dalam kondisi  [baik adalah proporsi panjang jaringan irigasi kondisi baik il — |
baik dibandingkan panjang total jaringan irigasi kota Jumiah jaringan ingasi dalem kondisi baik
x 100 % o o
Panjang total jaringan irgest kota N T
4. |Persentase bangunan Persentase bangunan gedung pemerintah yang Persentase bangunan gedung pemerintah yang representatif dapat dihitung dengan rumus: | Data survey bidang 3 N
gedung pemerintah yang  |representatif adalah perbandingan jumiah bangunan Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan
representatif gedung negara dalam kondisi baik dengan jumlah total Jumiah bengunan gedung yang representatf
bangunan gedung negara x 100 %
Jumish bangunan gedungnegara
Meningkatnya kualitas 1. |Persentase perumahan dan (Persentase Sanitasi Layak Aman adalah perbandingan Persentase Sanitasi Layak Aman dapat dihitung dengan rumus © Laporan SPM Bidang BidangCiptaKaya I
permukiman yang layak huni Permukiman Layak Huni (% |jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak aman Jumish RT berelies sanites! pak sman Sanitasi . i S SRS T—
Perumahan Layak Huni)  |dengan jumlah rumah tangga yang dinyatakan dengan 0%
persentase
Jumiah RT
2. |Persentase Air Minum Persentase Air Minum Layak adalah perbandingan jumlah| Persentase Air Minum Layak dapat dihitung dengan rumus: Laporan SPM Bidang Bidang Cipta Karya
Layak rumah tangga yang berakses air minum layak dengan Aurleh T bersicese s minum leyak Air Minum o
jumiah rumah tangga yang dinyatakan dengan persentase FETY
Jumiah RT
Meningkatnya kesesuaian | 1. [Persentase Kesesuaian  |Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang adalah  [Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dapat dihitung dengan rumus : Dokumen KRK dan o
guna lahan dengan rencana Rencana Tata Ruang Pemantaatan ruang yang mengikuti aturan yang telah Site Plan Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan
penataan ruang diatur pada dokumen rencana tata ruang

Lues Pemanfaatan Ruang yang sesuai

% Kesesuaian
Rencana Tate

x 100 %
Luas Rencana Pemanfaatan Ruang

Permukiman, Perumahan Rakyat, Dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Perumahan
Layak Huni dan Menurunnya
Kewasan Permukiman
Kumuh

1

Persentase Perumahan dan
Permukiman Layak Huni (%
Perumahan Layak Huni)

Persentase Rumah Layak Huni adalah Total Rumah yang
ada dikurangi dengan total RTLH (Rumah Tidak Layak
Huni) yang tersisa pada tahun N dibagi dengan total
rumah yang ada

Persentase Rumah Layak Huni dapat dihitung dengan rumus:

. |Jumiah Luasan Kawasan

Permukiman Kumuh yang
tertangani

Luasan Kawasan Pemukiman Kumuh Yang tertangani

adalah Luasan Kawah Kumuh dikurangi dengan Luas
Kawasan Kumuh yang ditangani

Luasan kawasan permukiman Kumuh yang tertangani dapat dihitung dengan rumus: =Luas
Kawasan Kumuh - Luas kawasan kumuh yang ditangani




1 Indikalor yang tersadia

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 |
2 |Meningkatnya Kualitas 1. |Indeks Kualitas Lingkungan |IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dihitung degan rumus : Surat Kementrian Bidang P2KLH

Lingkungan Hidup yang Hidup memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup
Berkualitas dan lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu |indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dihitung degan rumus :
Berkelanjutan
IKLH = 10,376 x IKA) +{ 0,405 x IKU) + (0219 x IKL)
B Keterangan
IKU = Indeks Kualitas Udara
= 100 - {S00 9 x (IEU-0.1)} ———
KA = Indeks Kualitas Air
= Total Nilai = Nilai Koefisien x Persen
IKL = Indeks Kualitas Tutupan Hutan T ahan
= 100- { (84 5 - {((LTLLW-DKK) x
1 [Meningkatnya pencapaian 1. |Persentase pencapaian Persentase pencapaian penegakan perda/perkada adalah | Persentase pencapaian penégakan Perda/Perkada dapat dihitung dengan rumus - Data laporan monev Bidang PPUD dan Peningkatan SDM
Penegakan Penegakan tingkat penyelesaian ketertiban, ketentraman dan pelanggaran terhadap : T Disikir dan I
PERDA/PERKADA PERDA/PERKADA keindahan dalam suatu kawasan daerah yang dinyatakan m—y T PERDA/PERKADA Bieny Tiesbin. O e
dalam persentase persentase fertangeni an oleh masyarakat |
pencapaian = x100%
Penegakan
PERDA/PERKADA
Jumiah Pelanggeran Perda/Perkada yang terjad
2 |Meningkatnya Pengendalian | 1. |Persentase Bencana Persentase Bencana Kebakaran yang tertangani adalah Data laporan Bidang PPUD dan Peningkatan SDM
Bencana Kebakaran Kebakaran yang Tertangani |perbandingan antara jumlah kejadian kebakaran yang Jumiah Bencana kebekersn yang fertangani kebakaran pertahun - > -
ditangani terhadap jumiah kejadian kebakaran yang Persentase Bidang Trantibum, Damkar dan Linmas
terjadi di kawasan perkotaan, dalam satuan persen. ‘ - = x 100%
tertangani Jumiah Bencana kebakaran yang lerjad
|Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 [Meningkatnya Ketahanan 1. [Indeks Ketahanan Daerah  |Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk Indek Ketahanan Daerah dapat dihitung dengan rumus : Aplikasi Inarisk atau Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
daerah dalam menghadapi mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah surat Keputusan hasil . e
Bencana administrasi, baik diingkat kabupaten, Kota maupun o S Nilei KD deri BN | 2 [B¥en Kederurstan den Logistk
provinsi Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi
IKD = x 100%




NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 B 4 o - 5 s 7
|Dinas Sosial
1 |Meningkatnya pemenuhan | 1. |Persentase Masyarakat Perbandingan antara masyarakat miskin yang - Laporan Penyaluran | 1 MPWMPWFW
hak dasar Pemerlu miskin yang terpenuhi mendapatkan pelayanan pemenuhan dasar esensial b e v e bantuan sosial 7 |Bidena Rehabilitasi Periindunasn Jaminan
Pelayanan Kesejahteraan kebutuhan dasar esensial  |dengan jumlah keseluruhan masyarakat miskin yang " .38 — I w:_._.._.
Sosial (PPKS) seharusnya mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar mdnying x 100 %
kebutuhan Jumiah keseluruhan masyarakat miskn
. |Persentase Cakupan Perbandingan antara PPKS anak terlantar, disabilitas = Laporan SPMbidang | 1 |Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir
layanan PPKS terlantar, lansia terlantar, gepeng dan korban bencana sosial Miskin
yang mendapatkan pelayanan sosial dasar dengan Jumish Pelayanan terhadap PPKS
jumiah PPKS dimaksud % Calwpan .
ey 2 |Bidang Rehabilitasi Perlindungan Jaminan
x 100 % Sosial
Jumish kesekuruhan PPKS
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan KB
1 [Meningkatnya Kesetaraan . |Indeks Pemberdayaan Indal:sParrbuduyamGandu(lDG)uddahsddim—[lndeksPemdmwMIDG)MdMngdemmm SK Kemen PP dan PA| 1 |Bidang Pemberdayaan perempuan dan
dan Keadilan Gender serta Gender (IDG) indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya -—"-——— perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi =
politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari Hasil Evalunsi Kemen PP - |
proporsi laki laki dan perempuan dalam parlemen
2 |Meningkatnya Pemenuhan | 1. |Sterata Kota Layak Anak | Starata Kota Layak Anak adalah suatu gagasan yang | Starata Kota Layak Anak dapat ditung dengan cara : o SK Kemen PP dan PA| 1 |Bidang Pemberdayaan perempuan dan
Hak Anak dan Perlindungan (KLA) menunjukan jika lingkungan kota yang terbaik adaleh perlindungan Anak
Ak lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat secara
fisik dan tegas, komunitas yang mempunyai aturan yang Hasil Evaluasi Kemen PP
jelas yang memberi kesempatan pada anak dan memliki
fasilitas pendidikan
3 |Meningkatnya Akses dan . |Angka Pemakaian Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dapat BKKBN 1 Bidmgi(el@ia_aum
Kualitas Pelayanan Keluarga Kontrasepsi/ CPR bagi menikah usia 15-49 tahun adalah Jumlah Pemakaian dihitung dengan rumus :
Berencana perempuan menikah usia 15{Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 1549
49 tahun tahun Jumish Pasangan Usia subur akdil
CPR = x 100 %
Pasangan Usia Subur




NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 e B 4 5 6 7 ]
2. |Cakupan Pasangan Usia  |Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak |Cakupan PUS yang ingin ber kb tidak terpenuhi dapat dihitung dengan rumus : BKKBN 1 |Bidang Keluarga Berencana
Subur yang ingin ber-KB  [terpenuhi adalah jumlah pasangan usia subur yangingin | NI .
tidak terpenuhi (unmmet  |ber-KB tetapi tidak terpenuhi
need) Tidak ingin anak lagi + ingin anak déunda
Cakupan
PUS _ x 100 %
yang
;’;: Pasangan Usia Subur (PUS)
terpenuhi
|Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1 |Meningkatnya Kepemilikian | 1. |Persentase Cakupan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen 7 - . Data hasil olahan 1 |Bidang administrasi kependudukan
Dokumen Administrasi Kepemikan Dokumen  [Kependudukan dan Pencatatan Sipil adslah Jumiah Porsntse o=t P o g bidang PIAK
Kependudukan dan Kependudukan dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang Wonc vl R ]
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Dolumen 2 |Bidang Pengelola Informasi Administrasi
setiap tahunnya. sl 3 Kependudukan dan Pemanfaatan Data
S I B
2 |Meningkatnya Kualites 1. |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Mayarakat adalah salah satu tolok ukur |Indeks Kepuesan Mayarakat dapat dihitung dengan cara: Hasil Survey 1 |Bidang administrasi kependudukan
Layanan Administrasi Masyarakat (IKM) untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan il Nilai Indet [ i Kepuasan masyarakat
Kependudukan publik terhadapap pelayanan publik yang diselenggarakan| . Kep = o o
oleh pemberi pelayanan publik 2 |Bidang Pengelola Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1 |Meningkatnya Status 1. |Persentase desa mandiri | Persentase desa mandiri adalah jumlah desa mandiri  |Persentase Desa Mandiri dapat dihitung dengan rumus : Surat Keputusan 1 |Bidang Pemerintahan desa
Perkembangan Desa dibagi jumlah desa x 100 %. Kementerian desa, o o
PDT dan transmigrasi| 2 |Bidang Pemberdayaan masyarakat
Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk =
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- s e
besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan % Dosa Mandii . x100%
ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan Jumiah desa
ekologi secara berkelanjutan
| 2 |Persentase desa maju Persentase desa maju adalah Jumlah Desa maju dibagi | Persentase Desa Maju dapat dihitung dengan rumus =~ o SuratKeputusan | 1 [Bidang Pemerintahan desa ]
jumlah desa x 100 %. Kementerian desa,
Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber P dew Smnemigres! 2 |Bidang Pemberdayaan masyarakat
daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan Jumish desa maju
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan i
masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan Wi | il
menanggulangi kemiskinan Jumish dess




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
2 3 ¥ 4 5 6 7 ]
. |Persentase desa Persentase Desa Berkembang adalah desa Persentase Desa Berkembang dapat dihitung dengan rumus : Surat Keputusan 1 |Bidang Pemberdayaan masyarakat
berkembang berkembang dibagi dengan jumlah desa x 100 % Kementerian desa,
Desa Berkembang adalah Desa yang memiliki sumber o o FGE Gh — 2 |Bideng Pemerintahan desa ]
daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum
secara optimal mengelolanya Jurmiah desa Berkembang I
% Desa - x 100 %
Juriah desa e
Perhubungan
Meningkatnya Kualitas . |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Data Hasil Survey | 1 |Selnu'u
Pelayanan Berlalu Lintas Masyarakat (IKM) informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat bidang 9 ; - K
perhubungan yang diperoleh deri hasil pengukuran 2 IB“M"' FRRNE S Kaotmih logimn
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 3 |Bidang Angkutan
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan 4 |UPT Parki
antara harapan dan kebutuhannya.
. |Persentase Cakupan Cakupan Layanan Berlalu Lintas adalah Cakupan Persentase Cakupan Layanan Dishub dapat dihitung dengan rumus : Laporan Tahunan 1 |Bidang Teknik Sarana Keselamatan Angkutan
Layanan Berlalu Lintas Layanan Minimal Dishub yang ada dan diberikan kepada Perhubungan Darat
masyarakat - — —
2 |Bidang Angkutan
% Jumiah Layanan perhubungan yang —
Layanan = x 100% - ]
DeriiLnine Jumish Target Layanan perhubungan
yang
Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Sistem . |Indeks Sistem Penilaian Tingkat Kematangan (Maturity Level) terhadap Hasil Penilaian Indeks SPBE oleh MenPAN RB Surat keputusan 1 |Bidang E-Government dan Bidang Statistik dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis pelaksanaan SPBE di Pemerintahan Daerah Kota Kemenpan RB Persandian
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota  |Pariaman sehingga menghasilkan nilai indeks SPBE ]
Elektronik Pariaman S —
Meningkatnya Keterbukaan | 1. [Indeks Keterbukaan  |Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah Penilian - - Komisi Informasi | 1 |Bidang IKP dan Bidang Statistik dan Persandian|
Informasi Publik Informasi Publik terhadap komitmen dan konsistensi badan publik atau Sumbar
Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU 14 tahun Indeks Keterbukaan Informasi Publk T S
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Meningkatnya Kualitas . |Indeks Pembangunan Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran capaian Hasil Penilaian Indeks Pembangunan Statistisi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Badan Pusat Statistik | 1 |Bidang Statistik dan Persandian
Penyelenggaraan Statistik Statistik penyelenggaraan satu data Indonesia (SDI) dan Data (BPS) = =il

Statistik Sektoral baik di

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain IPS
juga dijadikan dasar melakukan pemantauan dan evaluasil
penyelenggaraan SDI




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
2 3 4 5 6 3 asi
(IDinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya pertumbuhan | 1. [Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan adalah meningkatnya Data Base sektor 1 |Bidang Perdagangan
sektor perdagangan, industri, pertumbuhan sektor jumlah pedagang dengan rumus perhitungan jumlah Jumlah pedagang tahun n - jumiah pedagang tahun n-1 Perdagangan —
koperasi dan umkm perdagangan pedagang Kota Pariaman tahun n dikurangi tahun n-1 x100%
dibagi jumiah pedagang Kota Pariaman tahun n-1 dibagi Jumlah pedagang tahun n -1
100 persen
2. |Persentase pertumbuhan |Pertumbuhan sektor industri adalah meningkatnya jumiah e ) Data base sektor | 1 |Bidang Perindustrian T
aakdor indoedi industri dengan rumus perhitungan Jumiah industri tahun n - jumlah perindustrian tahun ;ru;% perindusirian
jumiah industri Kota Pariaman tahun n dikurangi tahun n- i tah 1 X
1 dibagi jumlah industri Kota Periaman tahun n-1 dibagi A et} s .+
100 persen
3. |Persentase peningkatan  |Persentase peningkatan kualitas koperasi adalah Data base koperasi | 1 |[Bidang Koperasi dan UMKM
kualitas koperasi meningkatnya modal dan aset koperasi dengan Modal dan aset koperasi tahun n - Hodlldmndkopmdhhunn:im (buku koperasi)
perhitungan modal dan aset koperasi tahun n dikurangi
tahun n-1 dibagi modal dan aset koperasi tahun n-1 Modal dan aset koperasi tahun n -1
dibagi 100 persen
4. |Persentase peningkatan |Persentase peningkatan kualitas UMKM adalah Data base sektor 1 |Bidang Koperasi dan UMKM T
kualitas UMKM meningkatnya skala usaha UMKM dengan perhitungan Aset dan omset UMKM tahun n— Aset dan omset UMKM tahun n-1 UMKM
aset dan omset UMKM tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi x100%
aset dan omset UMKM tahun n-1 dibagi 100 persen Aset dan omset UMKM tahun n -1
Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Nilai Investasi | 1. |Jumlah realisasi investasi |Jumlah realisasi investasi PMA & PMDN adalah Jumiah Laporan LKPM tahun berjalan LKPM Online 1 |Bidang Penanaman Modal & PTSP
PMA & PMDN nominal realisasi investasi PMA & PMDN yang terinput —
lkedalam aplikasi 0SS (LKPM secara online)
Meningkatnya Kesempatan | 1. |Persentase Tingkat Persentase tingkat kesempatan kerja adalah Persentase |Persentase tingkat kesempatan kerja dapat dihitung dengan rumus : BPS 1 |Bidang Tenaga Kerja ]
Kerja Kesempatan Kerja penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja
% Capaian Jumish yang bekerja
reghsas S
investasi PMA - x100%
& PNDN ;
Jumiah angkatan kerja A e S
|Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Meningkatkan Jumiah 1. |% Peningkatan Jumiah Persentase peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan |% Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan dapat dihitung dengan rumus : Data Olahan Hasil | 1 |Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi
Kunjungan Wisatawan Kunjungan Wisatawan adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun berkenaan Kunjungan I
dengan Jumiah wisatawan tahun (n) 1 dikurangi dengan I
Kunjungan Wisatawan (n-1) selanjutnya dibagi dengan Jumish Kenjungan Wisatewan (n) - Jumish L ] o ]
jumlah kunjungan tahun sebelumnya sesudah it dikali % Posnghoun g Wastewin (1)
mi
100% Kunjungan = x 100 % e
Wisatawan
Jumish  Kunpngan Wisatawan (n-1) S AR—
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NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7
2 [Meningkatkan Lama Tinggal | 1. |Length of Stay (Rata-rata  |Definisi Lama Tinggal adalah Lamanya Wisatawan Hasil Survey Data Hasil Survey 1 |Bidang Pemasaran, Bidang Destinasi
Wisatawan Lama Tinggal) mengunjungi suatu daerah atau Negara dalam satu kali
kunjungan
Perpustakaan dan Arsip
2 |Meningkatnya Budaya Baca | 1. |Tingkat Kegemaran Tingkat Kegemaran membaca adalah tingkat perilaku  |Hasil Penilaian Survey oleh lembaga indenpenden Data Hasil Survey | 1 |Bidang Perpustakaan
masyarakat membaca atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh = SN
pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media
yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah
daerah dalam jangka waktu tertentu.
2 |Meningkatnya Tata Kelola | 2. |Persentase OPD yang Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai dengan Laporan audit 1 |Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
Kearsipan Pemerintah mengelola arsip sesuai NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) merupakan Cuiaaide kearsipan internal
Daerah dengan NSPK (Norma jumiah OPD yang telah mengelola arsip sesuai NSPK OPD yang W@Dm'rmm'”
Standar Prosedur dan dibagi dengan jumlah OPD yang ada dikali 100 % mengelola
Kriteria) e oo - x100% = e
Jumish OPD
|Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
1 [Meningkatnya Ketahanan 1. |indeks ketahanan pangan |Indeks ketahanan pangan adalah ukuran dari beberapa Indeks ketahanan pangan dapat dihitung dengan rumus : Surat keputusan 1 |Bidang Ketahanan pangan
Pangan indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor Badan Pangan
komposit kondisi ketahan pangan suatu wilayah Nasional B
~ . ]
Y{) = Zm'ﬂ'u -
Dimana:
. Indikator ke-1,2, 3, .. 7,8 dan 9 -
. :Kabupaten ke-1,2, 3, ... 414, 415, dan 416; kola ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 88
Y Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kola ke-|
& Bobot masing-masing indikator ke-i
Xy Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j
2 |Meningkatnya Produksi 2. |Persentase capaian Persentase capaian produksi sektor pertanian adalah Persentase capaian produksi sektor pertanian dapat dihitung dengan rumus : Data laporan produksi| 1 Bidang tanaman pangan dan holtikultura
Sektor Pertanian produksi sektor pertanian  |perbandingan antara capaian produksi sektor pertanian - e o ]
dengan target yang dinyatakan dalam persentase 2 |Bidang peternakan dan kesehatan hewan
Persaniase Jumiah Produksi Pertanian 3 |Bidang perikanan dan kelautan
e ey
pertanan
Target Produks Pertanian
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-
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
2 3 4 . - o 5 ) 6 7
[ |
[Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola | 1. [Capaian Nilai SAKIP Perbandingan nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP — : _ — LHE Kemenpan RB Bagian Organisasi
Pemerintahan Daerah yang Komponen Pelaporan dari Komponen Pelaporan dengan nilai bobot komponen Nilai yang diperoleh dari penilaian
Akumd)el Sam Pelayanan pelaporan yang di Keluarkan Oleh Kemenpan RB SAKIP dari Komponen Pelaporan
PUDI ying Prinaa Nilai Bobot Komponen Pelaporan SAKIP o T
| 2. |Nilai EPPD Nilai EPPD adalah Penilaian atas proses pengumpulan | Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Kemendagri LHE Kemendagri Bagian Pemerintahan
dan analisis data secara sistematis terhadapa kinerja — ]
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
menggunakan sistem pengukuran kinerja
| 3 |Persentase Capaian Perbandingan Nilai Penerapan Standar Pelayanan — — Dokumen Laporan Bagian Pemerintahan )
Penerapan Standar Minimal yang Diperoleh dengan ilai Bobot yang telah Nilai Penerapan Standar Pelayanan Minimal . s
Pelayanan Minimal ditetapken Nilai Bobot SPM yang telah di Tetapkan )
4. |Nilai Indeks Kepuasan  |Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM SETDA) adalah Nilai |Nilai IKM Hasil Survey dapat dihitung dengan rumus : Data hasil survey Bagian Organisasi T
Masyarakat (IKM SETDA) |Pengukuran Kinerja atas Pelayanan Publik di Lingkungan 2 |Bagian Umum *‘
Sekretariat Daerah Kota Pariaman berdasarkan 6 Aspek: XSkorlKM D! l anakan : i
Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana yang 3 |Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan
Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, mlah Jeni Rakyat
: 2 umlah Jenis [KM yang Dilaksanakan —
Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi Pelayanan. ] ] yang 4 |Bagian Administrasi Pembangunan
5 |BagenHuum |
6 |Bagian Pemerintahan
|Sekretariat DPRD
Meningkatnya Dukungan 1. |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan DPRD Nilai IKM layanan Sekretariat DPRD Data hasil survey Bagian Umum dan Keuangan
Sekretariat DPRD terhadap Masyarakat layanan merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan = -
Peran DPRD sesuai dengan |  |Sekretariat DPRD tingkat kepuasan layanan sekreteriat DPRD Terhadap 2 2’0'“"’”""5 Pengawasan dan
Fungsinya DPRD b o g - e
Nilai IKM Hasil Survey dapat dihitung dengan rumus : 3 |Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
I Skor IKM yang Dilaksanakan o o ]
| Jumlah Jenis IKM yang Dilaksanakan I
lInspektorat
1 |Meningkatnya tatakelola 1. |Level Kapabilitas APIP  [Level Kapabilitas APIP adalah Nilai yang Hasil penilaian Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP Hasil Penilaian irban 1. I, Ill dan IV
pengawasan pemerintah ki menggambarkan kemampuan APIP dalam melaksanakan Kapabilitas APIP
pariaman tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang dikeluarkan BPKP
saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan
kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar
dapat mewujudkan peran APIP secara efektif




Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
2 3 o 4 5 6 7
2. |Nilai Maturitas SPIP Nilai Maturitas SPIP adalah Nilai yang menggambarkan Hasil penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Hasil Penilaian Irban . 1I, dan Il
kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang maturtites SPlPoleh | | |
menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP BPKP
yang terstruktur dan berkelanjutan 7
3. |Nilai Sakip Kota Komponen |Nilai Sakip Komponen Evaluasi adalah salah satu Hasil evaluasi SAKIP kota oleh Kemenpan Hesil Evaluasi SAKIP Irban |, Il dan Il ' i
Evaluasi komponen sakip yang merupakan proses evaluasi yang - Kota oleh Kemenpan
dilakukan oleh APIP dan evaluasi internal oleh masing-
maising Perangkat Daerah baik secara periode (Triwulan,
Semesteran dan Tahunan)
4. |Persentase tindak lanjut  |Persentase tindak lanjut temuan adalah Perbandingan LHP Inspektorat dan LHP BPK LHP Inspektorat/BPK | 4 |Irban |, II, lll dan IV
temuan jumiah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun n dengan dan Dokumen Laporan
jumiah seluruh temuan pada tahun n, yang dinyatakan
dalam persentase
Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Meningkatnya Kualitas 1. |Nilai Sakip Komponen Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja adalah salah |Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB dari komponen perencanaan kinerja Hasil Evaluasi AKIP | 1 |Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Perencanaan, Pengendalian Perencanaan Kinerja satu komponen sakip yang merupakan proses Kota oleh Kemenpan idang S dan Pras Wi
dan Pembangunan Daerah penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari s . &RB ¢ [Py - el
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam i L M:'n ' ;h"“";*n bmk;""“‘ Wonghapt 3 |Bidang Ekonomi
2 + N kritenia W dﬂ\pn e -
rencana strategis, yang dilaksanaken oleh instansi s ; & 4 |Bidang Penelitian dan Pengembangan
pemerintah melalui kegiatan tahunan.
2. [Nilai Sakip Komponen Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja adalah salah |Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PANRB dari komponen pengukuran kinerja Hasil Evaluasi AKIP Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Pengukuran Kinerja satu komponen sakip yang merupakan proses Kota oleh Kemenpan Bid T
Rt Npidai : lang Sarana dan Prasarana Wilayah
penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari LI wieepuiknn Tooegporsit, il hettipines, ‘sans. ikt &RB - St o o S
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam S e phcaL bt b bl 3 |Bidang Ekonomi
rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi <5 i 2 Bidang Penelitian Pengembangan dan E
pemerintah melalui kegiatan tahunan. deng i e ==




NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 4 _ 5 e iR N i
3. |Persentase Kinerja Sasaran [Persentase Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Persentase Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang Tercapai sesuai target Data Evaluasi RKPD | 1 |Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Pembangunan Daerah (RPD) yang tercapai Target adalah Perbandingan Kinerja|dapat dihitung dengan rumus : dan Evalausi RPD
(RPD) yang Tercapai sesuai | Sasaran Pembangunan Daerah (RPD) yang tercapai 1= -
target sesuai target dibandingkan dengan Jumlah Kinerja 2 |Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Sasaran Pembangunan Daerah (RPD), yang dinyatakan Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah 3 Bidméfﬁh&ni T o
dalam persentase 5 Persentase Kinerja (RPD) yang tercapai sesuai target
m’m"“,;“m" 4 |Bidang Penelitian Pengembangan dan Eviap
Tercapa sesuai target =
Jumiah Kinerja Sasaran Pembangunan
Daerah (RPD)
4. |Persentase pemanfaatan  |Persentase pemanfaatan dokumen penelitian daerah mwmmmmmmmmﬂm DquTot—mBndmg 1 |Bidang Penelitian Pengembangan dan Eviap ]
dokumen penelitian daerah |dalam perumusan kebijakan pembangunan adalah pembangunan dapat dihitung dengan rumus : Perencanaan
dalam perumusan kebijakan |perbandingan Jumiah dokumen penelitian daerah dalam iR Bappeda o S =
pembangunan yang dimanfaatian dalam perumusan kebijakan
pembangunan dengan Jumlah seluruh dokumen Jumiah dokumen penelifian daerah dalam : o
perencanaan pembangunan, yang dinyatakan dalam Persentase pemanfaatan yang dimanfaatkan dalam perumusan Bl
persentase dokumen peneitian f 9
deerah dalam perumusan = x100% -
o e
Jumiah seluruh dokumen perencanaan —
pembangunan - o
Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 2

1 [Meningkatnya kualitas 1. |Opini BPK atas LKPD Kota |Opini BPK adalah opini audit dari BPK terkait Opini BPK terhadap LKPD Hesil penilaian BPK | 1 [Bidang Akuntansi
pengelolaan keuangan Pariaman tahun n-1 pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga terhadap LKPD 2 Igi Perbe
daerah negara. dan pemerintah daerah. Opini tertinggi (WTP)

diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai 3 |Bidang Penganggeran
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan 4 |Bidang Aset =t
baik dan bebas dari salah saji material.

2 [Meningkatnya kontribusi 1. |Persentase kontribusi PAD |Persentase PAD terhadap pendapatan daerah adalah  |Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan rumus - LKPD Kota Pariaman | 1 |Bidang Pendapatan ) ]
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah|Besaran jumiah PAD dibagi dengan Besaran Jumlah dan LRA APBD ——————————]
(PAD) terhadap Pendapatan Pendapatan Daersh dikalit00% | ey
Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Total Realisasi PAD {n-1)

daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Persentase PAD R

retrebusi daerah, hasil pengeloiaan kekayaan daerah R x10%

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan Total Realisasi Pendapatan (n-1)

pada daetah dalam menggali pendanaan dalam -

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

disentralisasi o




NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 ‘ 4 5 6 7 ]
Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
1 [Meningkatnya 1. |Indeks Profesionalitas ASN |Indeks Profesionalitas ASN adalah Nilai yang digunakan |Indeks Profesionalitas ASN dapat dihitung dengan rumus : Surat Keputusan BKN Bidang Mutasi dan Informasi
Profesionalitas Aparatur Sipil untuk mengukur Tingkat profesionalitas ASN yang p— . -
Negara mencakup dimens! kualifikasi kompetensi, kinerja dan F . R e e
disiplin ey C i — - -
bt ' 1Py = Wy Ry,
=IP,+ 1P, 4+ 1Py + IP, 1Py = Wy » Ry,
Ketemngan: 1A =W # Rom
P = Indeks Profesonalisme
IP, = Indeks Profesonalisme ke-i
P, = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikosi
IP, = Indeks Profesionalismue Dimensi Kompetensi
IFy, = hideks Profesionaloose Dimenss Kaenga
1P, = indeks Profesonalisme Dimensi Dissplin
Wy, * Ry, = Bobot Indikator Kualifikasi ke-) * Kating Joawaban indikator
Kualifiknsi ke j
Wy * Ry = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jowaban mdikator
Kualifiknsi ke-k
Wy*Ry, = Ho:; m;:lminr Kualifiknsi ke-l * Rating Jawaban mndikator
Kualifikas: ke-]
W, * R, = Bobot indikntor Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban ndikstor
Kualifikaxi ke-m
2 :aningmwa Kual.ihs % m“eks Penerapan Sistem  |Indeks Stsﬁem Mm:ddt ukuran ya;gh:‘u:m (10%°jumiah nila| ari aspek peremcamasn :plukas;::(t::gs) Bidang Mutasi dan Informasi
‘engelolaan Manajemen sebagai standar penilaian penerapan B oo’ o omisi P S—— ’
SDM A pada Instansi P intah Sistem Merit kebutuhan) + (20%*jumlah nilai dari aspek 2 |Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan
kebijakan dan manai ASN yang i kan pada pengadaan pegawal) + (30%*jumlah nilai dari Aparatur
kualikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar | [ radecs penerapan RS RO S N | (LR - -
dengan tanpa membedakan later belakang politik, ras, istesn ekt =|uial derl aspek  manajemen Iietjn) +
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, sm;s & T (10%*jumlah nilai dari aspek pemggajlan dan
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan penghargaan) + (4%%jumlah nilai dari aspek
perlindungan dan pelayanan) ~ (6%*jumlab
nilai dari aspek sistem Informasi) I o
3 |Meningkatnya Kualitas 1. [indeks Kepuasen ~ |Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah Hasil Survey [KM Bideng Mutesi dan Informasi
Pelayanan Kepegawaian :usynkd K(IKM) _ satu tolok u::il'l‘nmk mefmmbutmkpempsl pen:;r;a Total dari ]:;M Persepsi Per 7 Toideng T
elayanan Kepegawaian  |pelayanan terhadap pelayanan kepegawaian ; nsur
diselenggarakan oleh BKPSOM R | @ e | i iibong e 2 -
Masyarakat (SKM) ) 3 |Sekretariat
Total Unsur yang terisi
|Kecamatan Pariaman Utara
1 [Meningkatnya Kualitas 1. |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah Hasil Survey IKM Data Hasil Survey Seksi Pemerintahan
Pelayanan Masyarakat Kecamatan satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima
pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemberi pohyangq pt_mlik.
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Dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kewenangan Yang
Dilimpahkan J

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 . 4 5 6 7 - _
2 [Meningkatnya Kualitas % capaian Peningkatan | % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan | % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung Data hasil laporan | 1 |Seksi Pemerintahan

Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang dengan rumus : penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan Kecamatan |Dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kewenangan Yang | - - Pemerintahan [
Dilimpahkan 2 |Seksi Kesejahteraan sosial
Jumiah kewenangan yang dilaksanakan . -
% capaian = <100% 3 |Seksi ketenteraman dan ketertiban
e 4 |Seksi pemberdayaan masyarakat
en i
Pe"wr_. k gg:r' Jumiah kewenangan yang diimpahkan
Pariaman Tengah
1 |Meningkatnya Kualitas . |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah Hasil Survey IKM Data Hasil Survey | 1 |Seksi Pemerintahan
Pelayanan Publik Masyarakat satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima
pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
2 |Meningkatnya Kualitas % capaien Peningkatan  |% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan | % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung Data hasil laporan | 1 |Seksi Pemerintahan y
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang dengan rumus : penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan Kecamatan |Dilaksanakan dibagi dengan Jumlah Kewenangan Yang Pemerintahan
Dilimpahkan
o i = 2 |SeksiKesejahteraan sosial
. Jumlah kewenangan yang dilaksanakan 0%
Ferrin) ’ |3 [Seksi ketenteraman dan ketertiban
Penyelenggarsan
Pe| tahen i n
Kmmn Jumish kewenangan yang diimpahkan 4 |Seksi T
Pariaman Selatan -
1 yMeningkmya Kualitas . |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah Hasil Survey IKM Data Hasil Survey | 1 |Seksi Pemerintahan
Pelayanan Publik Masyarakat satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima
pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
2 |Meningkatnya Kualitas % capaian Peningkatan | % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan | % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung Data hasil laporan | 1 |Seksi Pemerintahan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan adalah Jumlah Kewenangan Yang dengan rumus : penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan
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NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Definisi Operasional Formulasi Penghitungan Sumber Data Unit Kerja / Bidang Yang Bertanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 B 7
2 |Seksi Kesejahteraan sosial
% capaian Jumiah kewenangan yang dilaksanakan )
Peningkatan 3 ik i
Pt N Py Seksi ketenteraman dan ketertiban
Pemenniahan Jumiah kewenangan yang diimpahian | S —.
Kecamatan 4 |Seksi pemberdayaan masyarakat
[[Kecamatan Pariaman Timur
1 [Meningkatnya Kualitas 1. |Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah Hasil Survey IKM Data Hasil Survey | 1 |Seksi Pemerintahan
Pelayanan Kecamatan Masyarakat Kecamatan satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima
pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.
2 |Meningkatnya Kualites 1. | % capaian Peningkatan  |% capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan | % capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat dihitung Data hasil laporan | 1 |Seksi Pemerintahan = |
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kecamatan adalah Jumiah Kewenangan Yang dengan rumus : penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan Pemerintahan Kecamatan |Dilaksanakan Dibagi dengan Jumlah Kewenangan yang Pemerintahan : - - =]
: : R = = 2 [Seksi Kesejahteraan sosial
Acapsan - X 100% 3 |Seksi ketenteraman dan ketertiban
Penyelenggaraan :
pommm oS Ep— 4 |Seksi pemberdayaan masyarakat
Kecamatan —_—
|Kesbangpol
1 |Meningkatnya pendeteksian | 1. |Potensi Konflik yang Potensi Konflik yang dicegah diKota Pariaman adalah Laporan TIMDU PKS | 1 [Seksi Hubungan Antar Lembaga
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